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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
  alif a tidak dilambangkan ا
 ba b bc ب
 ta t tc ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha k ka dan ha خ
 dal d de د
 (zal z zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin s es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع





Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 
bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fathah a a ا َ
 kasrah i i ا َ
 ḍammah u u ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em و
ٌ nun n en 
 wau w we و
 ha h ha ھ
 hamzah „ apostrof ء






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā’ ai a dan i يَ 
 fatḥah dan wau au a dan u وَ 
Contoh : 
 kaifa : ك ْيفَ  
 haula : ھ ْىلَ  
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ... ا|ََ ي...
fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
 ي
kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 وَ 
dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh: 
اتَ   mata :ي 
ًَ ي  ر  : rama 
ق ْيمََْ : qila  
ْىتَ َ  ً ي  : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang 





dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
اأْل ْطفَ َ ةَ  ض  و  ر   : raudal al-at fal 
ه ةَ اْنف اَض  َْيُ ةَ  د   ً ا ْن  : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  al-hikmah :  ا ْنح 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
بَُّ ا  rabbana : ر 
ْيُ ا  najjainah: َ جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah : ا ْنف ْهس ف ة َ
 al-biladu : ا ْنب ال د َ
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 





terletak  di tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  
ia  tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
ْرتَ َ أ ي  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو ر   ta’ muruna : ت أْي 
3. Hamzah akhir 
 syai’un : ش ْيءَ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  
yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  
harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  
tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه  ( اَّلل
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
 
Contoh: 





Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َََھ ىَْ َاَّلَّ ة   ً ْح  Hum fi rahmatillahف ْيَر 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  
yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata 
sandang, maka yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  
nama  diri  tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
 Wa ma Muhammadun illa rasul 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 





Nama  : Alwiah 
Nim  : 10100117022 
Judul  : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ 
   (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) 
 Pokok permasalahan peneliti adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa). Pokok permasalahan dibagi menjadi tiga sub masalah yakni :1) 
Bagaiamana fakator-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil karena 
siri’ di KUA Kec.Pallangga, Gowa? 2)Bagaimana prosesi pelaksanaan kawin 
hamil karena siri di KUA Kec.Pallangga, Gowa? 3)Bagaimana pandangan islam 
terkait kawin hamil karena siri’ di KUA Kec.Pallangga, Gowa?  
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian 
lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian adalah pendekatan empiris. 
Adapun sumber penelitian adalah penghulu KUA, tokoh agama, dan tokoh 
masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.       
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Pernikahan kawin hamil karena 
siri’ di KUA Kecamatan Pallangga diperbolehkan dan sah selagi memenuhi rukun 
dan syarat sahnya perkawianan dan berpedoman terhadap Kompilasi Hukum 
Islam (KHI Pasal 53 ayat 1-3). Pernikahan kawin hamil ini juga sebenarnya tidak 
tercatatkan oleh KUA Kecamatan Pallangga akan tetapi memang ada dan tak 
jarang kasus ini terjadi namun KUA lebih melihat kepada kelengkapan surat-surat, 
serta kesiapan wali dan maharnya, tidak begitu signifikan menanyakan hal-hal 
apakah dia sudah hamil atau belum.     
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sebaiknya peran orang tua sebagai 
pendidik di lingkup keluarga lebih menanamkan nilai norma dan moral kepada 
anak, menjelaskan sebab akibat dan dampak negative yang akan terjadi jika 
melakukan penyimpangan social. 2)Kepada para pejabat Pengadilan Agama, 
KUA, serta para akademisi agar melakukan sosialisasi penyuluhan kepada 
masyarakat pedesaan maupun perkotaan agar meminimalisir terjadinya hamil 
diluar nikah akibat seks bebasnya. 3)Kepada para remaja membatasi diri dalam 
pergaulan bebas, maupun yang sudah berkeluarga agar lebih menanmkan dalam 
dirinya tentang ajaran-ajaran Islam dan menjauhkannya dari hal atau pengaruh 
buruk dari lingkungan maupun tempat mereka beraktifitas, terutama 
mengendalikan diri dari hawa nafsu yang menjerumuskan diri dalam 





A. Latar Belakang Masalah 
 Pernikahan adalah sunnah yang dijalani oleh setiap manusia. Pada 
prinsipnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, tetapi 
didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, sehingga kehidupan hambanya 
di dunia menjadi damai.
1
 Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan 
kuat (Mitsaqan ghalizan), ikatan suci (transenden), artinya perjanjian yang 
mengandung makna magis, ikatan tidak hanya hubungan sipil biasa atau kontak, 
tetapi juga hubungan yang membenarkan terjadinya hubungan tubuh antara suami 
dan istri sebagai hubungan  seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu 
hubungan dipandang sebagai ibadah.
2
 Dalam pernikahan ada kontrak pernikahan 
sebagai perjanjian yang solid dan sakral. Karena itu, setiap pihak yang terlibat di 
dalamnya harus ditanggapi dengan serius dan bertanggung jawab. 
 Dari pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang disebut rumah 
tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Di dalam kompok 
individu sebuah organisasi social bernama keluarga lahir dan menjalin hubungan. 
Seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara kandung, 
                                                          
1
 M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta:Siraja,2003),cet. 
Ke-1,h. 225-226 
2
 Yayan Sopyan,Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 





anak dengan kakek nenek, anak dengan paman dan bibi, ibu dan ayah dengan ipar 
laki-laki, suami istri dengan orang tua dan mertua.
3
 
 Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup dalam keterasingan, 
dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara pria dan wanita demi kebahagiaan 
dan harmoni dalam kehidupan. Pernikahaan memiliki fungsi sebagai sebagai 
proses kontinuitas dari generasi kegenerasi. Saluran nafsu yang dimiliki manusia 
sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh 
agama. Seperti sex bebas, pelacuran, dan sebagainya. Perkawianan adalah salah 
satu cara efisien dan efektif untuk mencegah dan menghindari perzinahan. 
Islam sebagai agama telah memberikan instruksi lengkap dan terperinci tentang 
masalah pernikahan. Karena telah diadakan  untuk menyalurkan hasrat seksual, 
maka secara illegal dilarang dan dilarang melakukan hasrat seksual dengan cara 
apapun, sehingga nantinya tidak menyimpang dari cara hukum. Karena itu 
pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan. Sehingga 




 Dalam kompilasi hukum islam bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau Mitssaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya yang merupakan ibadah. Dalam firman Allah SWT. Surah 
Ar-Rum/30:21   
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Undang-Undang Perkawinan (Kencana, Jakarta: 2006), h 35. 
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                         
                   
Terjemahan :  
 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.
5
 
 Prespektif Hukum Positif, menikahi wanita hamil karena perzinahan yang 
terkandung dalam Undang-Undang No 1 tentang  perkawinan jouto. Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang. Hanya 
saja dalam Kompilasi Hukum Islam isinya lebih detail, larangan ditekankan, dan 
menambahkan beberapa poin sebagai aplikasi dari hukum dan peraturan yang ada. 
Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan 
mempertegas kembali hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
antara lain adalah tentang perkawinan hamil. 
 Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tantang 
Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawianan wanita 
hamil, tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawianan 
adalah  sah, apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu”.  
                                                          
5




 Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan 
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus 
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.
6
 
Akan tetapi dalam Islam melarang perzinahan dan menganggapnya sebagai 
tindakan keji dan dibenci oleh Allah karena dalam perzinahan itu mengandung 
niat mencari kelezatan belaka, dan membebaskan diri dari semua risiko yang 
timbul darinya. Ini tentu saja bertentangan dengan cinta dan kewajiban. Selama 
pria dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling membantu dalam 
kehidupan dan mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan, 
pernikahan adalah satu-satunya cara yang dapat menuntun orang ke tujuan itu. 
Fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya 
dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir 
akibat. Dalam hukum islam, orang yang melakukan hubungan seksual diluar 
perkawinan dihukumkan zina, jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai 
hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi‟I dan Ahmad bin Hanbal) 
berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan 
dalam hukum positif menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah sah. 
 Kehamilan diluar nikah adalah  sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan 
termasuk dalam kategori perzinahan dalam islam. Hamil diluar nikah adalah 
tindakan perzinahan yang harus dihukum dengan kriteria islam. Ketika kehamilan 
diluar pernikahan akan ada masalah yang memalukan bagi keluarga. Dengan  
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terjadinya kehamilan diluar nikah, maka pasangan dituntut untuk segera menikah 
agar dapat melindungi keluarga dan aib yang lebih besar. 
 Suatu hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seorang yang 
didahului oleh tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan hubungan 
intim antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan  hukum islam dan 
hukum pernikahan yang berlaku. Pernikahan ini bisa disebut sebagai perzinahan. 
Hal paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang untuk menikahi wanita 
hamil karena perzinahan adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita dan 
keluarganya, jika aib telah ditutupi oleh perkawinan  yang sah maka secara tidak 
langsung akan menyebabkan kebijakan tertentu, anak akan memiliki status yang 
jelas dan ibu akan dilindugi oleh nama baiknya. 
 Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang cepat 
dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ini terjadi akibat dari 
pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu 
merubah nilai dan norma serta gaya hidup mereka. Karena erosi budaya remaja 




 Kehidupan seks bebas yang semakin menigkat dan dilakukan secara 
terbuka dan dengan bangga. Akibat dari itu semua ada banyak kehamilan diluar 
nikah yang menyebabkan kepanikan bagi wanita yang bersangkutan maupun 
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keluarga. Untuk menghindari rasa malu terhadap masyarakat, mereka dengan 
cepat akan dinikahkan dalam keadaan hamil.
8
 
 Perubahan hari ini dapat dikatakan sebagai “jahiliah modern” karena ada 
banyak perhatian-perhatian yang membantah, terutama di dunia remaja tindakan 
amoral yang muncul dan tidak dikendalikan oleh nafsu cenderung menjerumuskan 
seseorang unruk mengambil tindakan yang melanggar norma agama. Perilaku 
pergaulan bebas, kesenangan dalam genitalia dan sebagainya adalah efek dari 
kesalahan remaja dalam menafsirkan cinta. 
 Menikahi seorang wanita karena perzinahan dalam prespektif ulama fiqh 
berbeda pendapat, ada yang ketat tidak mengizinkannya,ada juga yang 
menekankan pada penyelesaian maslah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. 
Sejalan dengan sikap para ulama, ketentuan hukum islam mempertahankan batas-
batas interkasi social yang santun dan memberikan kedamaian serta keamanan. 
Memenuhi ketentuan hukum islam, insya Allah akan membawa manfaat bagi  
masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini adalah menikah dengan 
seorang wanita yang hamil diluar nikah, keduanya menikah oleh pria yang 
menghamilinya dan oleh pria yang tidak menghamilinya.
9
 Perkawinan wanita 
hamil karena perzinahan tidak boleh dulakukan, jika perkawinan itu masih tidak 
berlaku baik dengan pria yang tidak menghamilinya, apalagi dengan pria yang 
menghamilinya karena pria yang menghamilinya bukan pria yang baik karena 
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jelas tidak mampu untuk menjaga kehormatan wanita, dan jika tidak ada pilihan 
lain harus dengan pria yang menghamilinya, dan membuat perjanjian untuk tidak 
melakukan perzinahan lagi serta pernikahan dapat dilakukan setelah wanita itu 
melahirkan bayi sesuai pendapat ulama Hanabilah. 
 Begitupun halnya di hukum adat, siapa saja yang turut menentang 
peraturan hukum, harus turut melakukan usaha yang diwajibkan untuk 
memulihkan kembali keseimbangan hukum. Berbeda dengan hukum islam yang 
berlaku bagi Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang laki-laki yang 
mengaku berzina, “Apakah engkau seorang muhshon (sudah menikah)? Orang itu 




 Sementara  di mata masyarakat hamil diluar nikah adalah aib social yang 
akan menjatuhkan martabat serta kehormatan tidak hanya laki-laki dan perempuan 
namun kehormatan keluargapun ikut ternodai. Melegitimasi ikatan pernikahan 
dengan dalih cinta memang bukanlah perilaku yang patut diacungi jempol , tetapi 
pada sisi lain,jalinan kebatinan antara kedua insan atas dasar cinta adalah suatu hal 
yang tidak bisa dipandang remeh sebab manusia hakikatnya memiliki fitrah untuk 
saling mencintai. Karena perempuan yang dicintai itu hamil sebelum menikah 
sehingga untuk menutupi aibnya memaksa pihak laki-laki untuk segera menikahi 
sebagai bentuk pertanggung jawaban. 
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 Adapun  akan paham bahwa kultur Bugis-Makassar sangat menjunjung 
tinggi yang namanya budaya siri’ yaitu budaya malu jika harga dirinya tercoreng. 
Jadi, orang Bugis-Makassar adalah  orang yang mengutamakan ideologi Harga 
Diri. Beberapa falasafah atau prinsip lain misalnya Siri’ Na Pacce/Budaya malu 
dan empati, Pa’entengi Siri’nu (tagakkan harga dirimu).
11
 Lantas ketika anak 
perempuannya merasa telah ternodai pihak keluargapun tidak terima apa lagi jika 
anak perempuannya itu telah hamil dari hubungan yang terlarang mereka harus di 
nikahkan saat itu juga dan meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki 
tersebut. Karena baginya itu adalah Siri’ (rasa malu yang sangat mendalam). Inti  




 Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis berusaha untuk 
melihat realiatas kawin hamil yang berada di KUA Kecamatan Pallangga, 
Kabupaten Gowa. Masalah kawin hamil inilah yang membuat peneliti berusaha 
untuk meneliti apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pallangga 
menanggapi hal itu. Maka penulis mengadakan penelitian berjudul “ Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa). “ 
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B. Focus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian : 
a. Hukum Islam 
b. Kawin Hamil  
c. Siri’ 
d. Kantor Urusan Agama (KUA) 
2.    Deskripsi focus 
a. Hukum islam adalah sistem aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan 
Sunnah Rasul tentang perilaku mukalaf (orang yang dapat dibebani dengan 




b. Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik 




c. Siri itu sendiri ialah sebuah Harga diri yang dijunjung tinggi dalam etnis 
Bugis-Makassar. 
d. Kantor Urusan Agama ( KUA) adalah yang melaksanakan sebagian tugas 
kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan dibidang urusan agama 
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islam dalam wilayah kecamatan. Salah satunya berfungsi sebagai pencatat 
pernikahan. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah pokok 
permaslahan yang terjadi dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaiamana fakator-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil 
karena siri’ di KUA Kec.Pallangga, Gowa? 
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil karena siri di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa? 
3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil karena siri’ di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa? 
D. Kajian Pustaka 
 Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literature-literature yang 
berkaitan dengan obejek penelitia penulis, maka ditemukan beberapa hasil 
penelitian maupun buku yang menjadi rujukan dengan penelitian ini diantaranya: 
1. Abdul Rahman Ghozali,M.A. Fiqh Munakahat, Jakarta, 2013, dalam 
buku ini membahas tentang perjanjian perkawinan dan kawin hamil. 
Dalam hal ini penulis terbantu mengenai perkawinan kawin hamil karena 




2. Dalam skripsi Irmayanti Sidang yang berjudul : “Perkawinan Wanita 
Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan”2018. Perbedaannya dengan 
penelitian saya yaitu Perkawian yang dilaksanakan karena untuk menutupi 
rasa malu akibat hamil diluar nikah. 
3. Dalam skripsi Ansharullah yang berjudul “Penerapan Nilai Hukum Adat 
Siri‟ Bugis Makassar Dalam Putusan Pengadilan terhadap Delik 
Pembunuhan Berlatar Siri‟ di Sulawesi Selatan”.2015. Perbedaannya 
yakni peneliti akan membahas konsepsi Siri‟ dalam pernikahan. 
4. Dalam Jurnal Misykat. Vol .2 No.1, Desember 2017. Yang berjudul: 
“Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya”. 
Jurnal ini mengkaji tentang wanita yang hamil diluar nikah dan akibat 
hukumnya dalam konsep hukum islam. 
5. Dalam Jurnal Suparlan,Elon.”Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina 
di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Prespektif Hukum 
Islam”Qiyas:Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 166-178,tahun 2018 . 
Jurnal ini mengkaji tentang sanksi bagi pelaku zina dalam masyarakat dan 
berkaitan dengan judul penulis yang juga membahas masalah kawin hamil 
yang juga merupkan perzinahan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 




a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil karena siri‟ 
di KUA Kec.Pallangga, Gowa. 
b. Untuk mengetahui prosesi  pelaksanaan kawin hamil karena siri‟ di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa. 
c. Untuk mengetahui pandangan terkait kawin hamil karena siri‟ di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan. 
b. Memahami pengetahuan tentang Hukum adat dan dijadikan sebagai kajian 
lebih lanjut. 
c. Mendapatkan solusi mengenai kawin hamil karena siri‟ yang dilaksanakan 
untuk menutupi aib. 
d. Menginformasikan mengenai masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat 








A.  Definisi Hukum Islam 
 Berbicara tentang hukum islam yang ada dibahas antara keduanya, yaitu 
syariah dan fikih. Dengan pemahaman ini tentang topik yang akan dibahas 
sehubungan dengan perkembangan hukum islam sendiri.  
 Hukum islam yang dikedepankan secara bersama-sama menyatakan 
wahyu Allah SWT  (al-qur‟an) dan sunnah rasul tentang perbuatan mukallaf yang 
di imani dan diakui sekaligus diyakini oleh seluruh penganut islam dengan garis 
besar yang bertujuan untuk membina hubungan antar manusia kepada Allah SWT. 
Hukum iskam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber 
dan ajaran islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya 
yang bersumber dari al-qur‟an dan hadist.
1
 Bukan hanya persamaan di depan 
hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum islam memberikan hak yang sama 
kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di 
masyarakat. Sejalan dengan gagasan ini, pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, 
yaitu “asas dan landasan hukum islam adalah hikmah dan kemanfaatan” 
                                                          
1
 Erni, M Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau 





menentang segala bentuk kerusakan, kedzoloman dan kesia-siaan. Ini artinya 
segala bentuk ketidak adilah adalah musuh utama dari hukum islam.
2
 
 Hukum islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan 
mempersatukan hal-hal baru pada kondisi lingkungan yang berbeda dan beragam.
3
 
1. Secara etimologi 
 ”Syariat” berasal dari bahasa Arab, yaitu, syari‟ah. Kata ini berasal dari 
kata kerja syara‟a yang berarti “ketempat air”. Adapun kata “syari‟ah” sendiri 
berarti tempat air keluar.
4
 Akan tetapi ada juga yang memberikan dua pengertian. 
Pertama, syariat adalah jalan yang lurus, sebagai mana firman Allah SWT: 
                            
Terjemahnya 
Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan 
(agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui. (QS. al-Jaatsiyah/45:18)  
Kedua, syariat adalah tempat (sumber) dari aliran air yang digunakan untuk 
diminum. Diantara kata-kata Arab, “ unta berjalan, ketika unta datang kesuatu 
tempat atau sumber air”.
5
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 Kata syariah dalam tiga ayat berarti “metode (manhaj) jalan atau cara.
6
 




 Dalam wacana para  ulama, sebenarnya kata syariat jarang digunakan. 
Mereka lebi seperti menggunakan kata-kata “al- hukm al-syar‟i. terakhir 
digunakan  oleh ulama ushul dan ulama fikih. Dalam pendefinisiannya, para 
ulama memiliki sudut pandang yang bebeda sesuai dengan ilmu mereka masing-
masing. 
 Dalam pandangan ulam-ulama, yang dinamakan syariat adalah nas itu 
sendiri yang berasal dari otoritas anggota parlemen (Syar‟i), yaitu Allah SWT dan 
Nabi SAW. Pemahaman ini sesuai dengan pemahaman hukum dalam pandangan 
hakim. Untuk hakim, hukum adalah keputusan yang telah ditentukan oleh hakim 
itu sendiri. 
 Ulama fikih memandang syariat lebih kepada kesimpulan undang-undang 
yang dihasilkan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Syar‟i.
8
 Meskipun dua 
pandangan ini menggunakan sudut pandang yang berbeda, tetapi mereka 
mengakui bahwa syariat berasal dari Syar‟i yang ditujukan pada manusia untuk 
dilakukan. 
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 Jadi , para ulama yang terelepas dari sebutan ulama ushul dan ulama fikih 
mendefinisikan syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang 
dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, 
dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, didunia dan akhirat.
9
 
 Dalam hubungannya dengan agama , syariat adalah metode atau 




 Kemudian ada istilah yang disebut dengan aturan atau undang-undang 
yang dipilih oleh sekeompok manusia, yaitu hukum wadh‟i adalah undang-undang 
yang dipilih oleh orang-orang sebagai pedoman, untuk mengurus hal-hal yang 
berkaitan dengan individu dan mengatur kehidupan universal. Hanya saja, hukum 
ini terasa terbatas dalam ruang lingkup kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu saja 
terjadi, karena hukum buatan manusia. Meskipun memiliki pengetahuan yang 
tinggi, manusia masih memiliki keterbatasan  dan tidak mengetahui sesuatu yang 
ghaib. 
 Oleh karena itu, manusia harus memiliki hukum langit  melebihi aturan-
aturan yang dibuat oleh manusia sehingga memenuhi semua kebutuhan mereka, 
seperti mengatur hubungan interaksi beberapa manusia dengan sempurna. Dan  
mendidik manusia dengan kekuatan iman yang dapat mempertahankan diri, baik 
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 Oleh karena inilah, maka mereka menetapkan hukum syara‟ terbagi atas 
dua yaitu: 
a. Hukum Taklifi 
 Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut pekerjaan dari mukallaf atau 
tuntutan yang dilakukan, memberinya pilihan antara melakukan atau 
meninggalkannya. 
Contoh sesuatu yang menuntut pengerjaan mukallaf adalah firman Allah SWT: 
                     
Terjemahan: 
“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 
(Q.S 17/Al-Isra‟:32) 
 Sedangkan contoh hukum yang menghendaki pilihan oleh si mukallaf 
antara mengerjakan dan meninggalkannya, ialah firman Allah SWT: 
                   
                      
Terjemahan: 
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“dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-
qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 
(Q.S.4/An-Nisa‟:101). 
 Dan nash-nash lainnya yang menghendaki pilihan pada mukallaf antara 
melakukan dan meninggalkannya. 
 Jenis ini disebut hukum taklifi karena mengandung mukallaf untuk 
mengajar atau meninggalkannya. Aspek penamaan ini jelas berkaitan dengan apa 
yang diperlukan. Adapun sesuatu yang diberikan kepada mukallaf pilihan antara 
melakukan atau meninggalkannya, maka aspek penamaannya sebagai hukum 
taklifi tidak jelas, karena pilihan tersebut tidak mengandung taklif. Oleh karena 
itula mereka berkata: “ sesungguhnya membebaskan hukum taklif atas pilihan itu 
termasuk dalam bab taghlib”. 
b. Hukum wadh‟i 
 Hukum wadh‟I adalah sesuatu yang menuntut penetapan sebagai penyebab 
untuk sesuatu yang lain, menjadi syarat atau menjadi penghalang untuk itu. 
Contoh sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain 
ialah, firman Allah SWT: 
                             
     
Terjemahan : 
“ laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 




siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.5/Al-
Maidah:38). 
 Firman tersebut menghendaki penetapan pencurian sebagai sebab bagi 
pewajiban pemotongan tangan pencuri. 
 Sedangkan contoh sesuatu yang menghendaki penetapan sesuatu sebagai 
syarat bagi sesuatu lainnya adalah firman Allah SWT (Q.S. 3/Al-Imran:97) firman 
tersebut menghendaki bahwa kesanggupan untuk menempuh jalan ke Baitullah 
merupakan syarat untuk mewajibkan hajinya.  
 Hukum ini disebut hukum wadh‟I karena yang dituntut adalah berbagai 
sebab penyebabnya atau berbagai syarat untuk segala sesuatu yang dibutuhkan, 
atau hambatan dari berbagai hukum. 
 Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara 
hukum taklifi dan hukum wadh‟I adalah dari dua segi, yaitu: 
 Pertama: Bahwa hukum taklifi dimaksudkan untuk menuntut tindakan 
mukallaf atau meninggalkan tindakan, atau untuk memberinya pilihan antara 
melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadh'i, maka tidak 
dimaksudkan sebagai isyarat atau pemberian pilihan, tetapi hanya untuk 
menjelaskan sesuatu yang menjadi penyebabnya, atau hal ini yang menjadi 
penghambat hukum ini. 
 Kedua: Bahwa sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan, atau 
diberikan pilihan antara mengerjakannya dan membiarkannya sesuai dengan 




Ia mampu melakukannya dan meninggalkannya, karena tidak ada taklif kecuali 




 Dalam konteks Indonesia., gagasan syariat islam tidak persis seperti apa 
yang terkandung dalam definisi atau pemahaman para ulama. Di Indonesia , 
istilah syariat lebih populer dengan istilah hukum islam. Jika suatu kelompok 
yang menerapkan syariat islam di Indonesia, maka yang dimaksud adalah “hukum 
islam”, seperti hukum pernikahan islam, hukum muamalat, hukum jinayat, dan 
lain sebagainya. Dalam hal ini, syariat digunakan untuk menunjukkan hukum 
islam, baik yang diatur langsung dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, serta yang telah 
dicampuri oleh pemikiran manusia. 
 Kata hukum islam tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an dan literature hukum 
dalam Islam. Hanya ada kata syariat,fikih, hukum Allah.
13
 
2. Fikih Islam 
 Fikih adalah ilmu tentang hukum syara‟ bersifat amali (praktis) yang 
dihasilakan dari dalil-dalil yang terperinci. 
 Kata-kata ilmu berarti pengetahuan secara mutlak yang mencakup tingkat 
kepercayaan dan dhann (dugaan keras). “Hukum” berarti kitab Allah SWT yang 
terkait dengan tindakan mukallaf baik bersifat iqtidha (pedoman), pilihan, dan 
wadh‟i (ketentuan-ketentuan). 
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 Khitab dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai konsekuensi seperti 
kewajiban shalat, eksekusi pembunuhan, adanya syarat dalam berwudhu‟ dan 
sebagainya. Ini semua adalah efek dari pemahaman  kitab Allah SWT.  
 Pengetahuan  hukum adalah penekanan bahwa penelitian ini tidak terkait 
dengan ilmu tentang Dzat, sifat dan Af‟al (perbuatan) dalam konteks keimanan. 
 Amaliyyah merupakan lafaz yang menjelaskan bahwa fikih membicarakan 
tentang perbuatan baik atau tidak. “Al-muktasab” adalah penjelasan tentang lafaz 
pengetahuan. Artinya adalah pengetahuan ini dihasilkan dari istinbath dengan 
penelitian ijtihad.”Dalil terperinci disini adalah apa yang tercantum dalam al-
qur‟an, hadis, qiyas dan ijma‟, bukan pelaku taklid. 
 Objek kajian fikih adalah tindakan mukallaf yang dituntut dari mereka, 
baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Tujuan dari mukallaff  adalah untuk 
menjadi orang yang memahami pikiran. Bagi mereka hukum syariat terikat. 
 Fikih adalah prinsip wahyu ilahi dan mencakup semua kebutuhan yang 
bersifat religious, terikat  dengan moralitas, imbalannya tidak sama antara duniawi 
dan ukhrawi, memperhatikan manfaat pribadi dan komunitas. Penerapan fikih 
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B. Kawin Hamil 
1. Definisi Kawin Hamil 
 Pengertian kawin hamil (at-tazawus bi al-hamil), yaitu perkawinan 
seorang pria dan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu barulah 




2. Hukum Kawin Hamil menurut  para Ulama 
 Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama 
berbeda pendapat, sebagai berikut:
16
 
a. Ulama mazhab yang emapat (Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Hambali) 
berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai 
suami istri, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia 
mengawininya. 
b. Ibnu Hazm  (Zhahiriyah berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan 
dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan ,bila telah bertaubat dan 
menjalani hukum dera (cambuk) ,karena berduanya telah berpisah. Pendapat 
ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan sahabat Nabi, antara: 
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1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang 
yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal 
keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”. 
2) Seorang laki-laki tua menyatkan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: 
Ia Amirul Mukminin, puteriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku 
inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan 
kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kenudian 
dikawinkannya. 
Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili dengan 
orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:  
1) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila 
dikawinkan perkawinannya iitu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan 
firman Allah dalam surah an-Nur 24: 3. 
                         
             
Terjemahnya 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang 
berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 
itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. 
 Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman 
kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaloknya wanita 




 Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan 
bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah 
berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:  
1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan 
hamil ia tidak boleh kawin. 
2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia 
hamil atau tidak. 
 Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa 
perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang 
dikandungnya belum lahir. 
 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa perkawinan itu 
dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 
„idah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungikin nasab (keturunan) 
bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Adapun bayi tersebut 
bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah). 
 Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang 
mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.Namun bila pria yang 
mengawini ibunya itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya 




a. Bayi itu termasuk zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya 
berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah 
anak suaminya yang sah. 
b. Bayi itu termasuk anak zina, karena itu adalah anak diluar nikah, walaupun 
dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari 
sperma dan ovum bapak dari ibunya itu. 




1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3. Dengan dilangsungkannya perkawianan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 
3. Hukum Perjanjian Perkawinan 
a. Perjanjian perkawinan , yaitu merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon 
pengantin sebelum perkawinan terjadi, dan masing-masing berjanji untuk 
mematuhi apa yang ada dalam perjanjian, yang diratifikasi oleh petugas 
perkawinan. 
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b. Perjanjian perkawinan memiliki kondisi, yaitu perjanjian yang dibuat tidak 
bertentangan dengan syariah atau sifat perkawinan (sah). Jadi, ketentuan 
perjanjian perkawianan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum 
islam, maka hukum tersebut mungkin (sah), tetapi jika kondisinya 




 Selama perjanjian tidak melanggar batas-batas kesusilaan artinya semua 





1. Definisi Siri’ 
Siri’ adalah rasa malu yang dirinci dalm dimensi martabat dan martabat manusia, 
siri‟ adalah sesuatu yang tabu bagi komunitas Bugis-Makassar di Indonesia dalam 
berinterksi dengan orang lain. B.F.Matthes mencatat arti dari siri‟ dengan tujuh 
kata-kata Belanda, yaitu beschaan, scroomvalling, verlegen,schaamte, eergopol, 
scande, wangunst. Dengan mengikuti urutan diterjemahkan sebagai berikut: 
sangat malu, dengan rasa malu sebagai kata sifat atau kondisi, perasaan malu 
penyesalan diri, perasaan bangga, harga diri, noda atau aib, iri hati. 
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 Pengertian siri‟ yang dibangun oleh B.F Matthes, bisa dilihat hanya dua 
hal yang paling mendasar tentang  Siri‟ adalah rasa malu (hidup) dan harga diri. 
Jika dilihat dengan seksama itu berarti hukum sebab akibat. Manusia “malu” 
dalam artian bukan Mappaka siri‟-siri‟ itu karena ada seorang pembela yang 
dipertahankan, sementara seseorang mempertahankan harga dirinya karena malu. 
Ini ada hubungannya dengan siri‟ dalam hal kehidupan, jika manusia tidak lagi 
memiliki siri‟  maka manusia akan kehilangan harga diri. Selanjutnya, jika 
manusia kehilangan harga diri mereka, maka secara tidak langsung manusia sama 
dengan tidak hidup karena kesombongannya tidak ada. 
C.H Salam Basjah dan Sappena Mustaring memberi siri‟ batasan batiniah menjadi 
tiga kelompok. 
a. Siri‟  identic dengan rasa malu, isin (Jawa), shame (Inggris). 
b. Siri‟ adalah kekuatan mendorong untuk menghilangkan (membunuh), 
mengasingkan, mengusir dan sebagainya atau siapapun itu yang menyinggung 
mereka. Ini adalah kewajiban adat, norma-norma adat jika tidak diterapkan. 
c. Siri‟ adalah sebagai kekuatan pendorong yang juga dapat diarahkan 




 Batasan siri‟ yang disebutkan diatas melihat siri‟ sebagai kekuatan 
didalamnya, manusia yang dapat mendorong untuk melakukan sesuatu sebagai 
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konsekuensinya. Kekuatan siri‟ muncul karena beberapa alasan, antara lain 
pelanggaran norma atau kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa siri‟ benar-benar 
menjadi nilai utama sebagai barometer manusia yang baik. Selain itu, siri‟ dapat 
berfungsi untuk memangun semangat bisnis atau etos kerja yang tinggi karena 
siri‟. Lebih jauh, fenomena siri‟ memang selalu mengarah pada dua makna yaitu 
siri‟ dalam arti baik dengan siri‟ dalam arti buruk. Secara relative demikian juga, 
terkadang perilaku buruk melanggar kebebasan manusia dalam nama siri‟ 
sehingga penilaian negative muncul memprihatinkan konsep siri‟ sendiri. Meski 
begitu matulada berkata siri‟ masih memiliki makna penting untuk dipahami, 
karena ada asumsi bahwa siri‟ masih sesuatu yang melekat pada martabat 
kehadirannya sebagai manusia secara pribadi dan sebagai warga Negara dari 
serikat pekerja.  
 Dari aspek ontologi, (bentuk) budaya siri‟ memiliki hubungan yang sangat 
terkait kuat denga pandanga islam dalam kerangka spiritual , dimana kekuatan 
jiwa dapat diaktualiasasikan melalui penaklukan jiwa atas tubuh. Inti dari budaya 
siri‟ meliputi semua aspek kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, karena siri‟ 
adalah identitas orang Bugis-Makassar. Dari sedemikian banyak nilai budaya siri‟ 
tidak lain adalah inti dari budaya Bugis. Matulada berpendapat bahwa siri‟ yang 
mendominasi dan menjadi kekuatan pendorong atau melawan selalu bertindak 
sebagai totalitas budaya Bugis-Makassar , dan juga lima elemen dari 
Pangngadereng, yaitu ade (atutan perilaku dimasyarakat), bicara (aturan 
keadilan), wari (aturan manajemen), rapang (aturan keberadaan), dan sara (aturan 




2. Siri’ sebagai Falsafah Hidup Bugis Makassar 
 Siri‟ sendiri merupakan konsep kesadaran dan filosofi hukum dalam 
masyarakat Bugis-Makassar yang dianggap sakral. Begitu sakralnya kata itu, 
sehingga jika seseorang kehilangan siri‟na atau de‟ni gaga siri‟na, maka tidak ada 
lagi makna bahwa dia menjalani kehidupan manusia. Bahkan masyarakat Bugis-
Makassar mengira mereka sirupai olo‟ kolo‟e  (seperti binatang). Nasihat orang 
bugis mengatakan: Siri‟mi Narituo (karena kita malu kita hidup). Bagi orang 
Bugis-Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi selain 
menjaga siri‟nya, dan jika mereka tersinggung atau dihina (Nipakasiri‟) mereka 




 Budaya siri‟ telah sangat mewarnai kehidupan orang Bugis. Siri‟ menjadi 
urutan nilai dan norma yang berfungsi sebagai barometer perilaku manusia yang 
baik. Istilah Ade‟ atau adat adalah norma yang ada di dalamnya kehidupan 
masyarakat Bugis-Makassar , di Ade‟ ada aturan hidup masyarakat yang 
mencakup hukum, dan aturan kehidupan masyarakat, keduanya kehidupan politik 
dan kehidupan keluarga. 
 Ade‟ (anggapan untuk Bugis) sebagai manifestasi ideal dari kode etik 
mengatur semua aspek kehidupan komunitas Bugis sangat dihormati dan 
ditegakkan tinggi, ditaati, dipelihara, dan dipelihara. Itu sebabnya untuk semua 
orang, baik sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota persatuan komunitas, 
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diminta untuk berpegang pada nilai-nilai yang mereka sebut siri‟. Itu muncul 
dalam ungkapan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dalam pengaturan lapangan dan tehnik 
pengumpulan data lebih lanjut tentang wawancara secara mendalam dan 
dokumentasi.
1
 Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan Bagaimana pandangan islam terkait 
kawin hamil karena siri’ di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kec.Pallangga Kabupaten Gowa, 
Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive (langsung), dengan pertimbangan bahwa Kantor KUA ini sudah 
menangani banyaknya kasus atau masalah-masalah yang terkait dengan kasus 
kawin hamil karena siri. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis (hukum) normative 
dan sosiologis. Dimana pendekatan adalah proses, perbuatan dan cara mendeteksi 
suatu objek.  
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 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 
2010), h. 63 
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C. Jenis dan Sumber Data  
a. Data Primer  
Sumber Data Primer dalam Penelitian ini yaitu Mengumpulkan datanDi 
kantor KUA Pallangga dengan melakukan wawancara dengan Staf / Penghulu 
yang melaksanakan akad ini. 
b. Data sekunder 
Sumber data yang diambil dalam Penelitian ini adalah data yang diambil 
dari buku-buku, junal, beberapa Penelitian yang terkait dengan Perkawinan. 
D. Metode Pengumpulan data  
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 
1. Wawancara 
Dalam penelitian ini, Peneliti Menggunakan metode wawancara 
(Interview) yang merupakan salah satu Teknik yang peneliti gunakan untuk 
mengumpulkan data ini. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu Penghulu 
aktif dan pegawai di KUA Pallangga. 
2. Dokumentasi 
Bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Dokumen dapat 
dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya 
popular. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan 
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wawancara dan observasi berperanserta.
2
 Dan Pengumpulan data di peroleh 
langsung dari Pengadilan Agama Sungguminasa. 
E. Instrumen Penelitian  
Menurut Nasution, instrument dalam penelitian kulalitatif, tidak ada 
pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument peneliti utama. 
Maksudnya, segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah focus 
penelitian, prosedur penelitian, hiposis penelitian yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. segala sesuatu masih perlu dikembangkan penelitian itu.
3
 
Instrument atau alat Peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 
Instrument harus menetapkan fokus penelitian. Dengan maksud untuk mengetahui 
bagaimana cara hakim dalam Memutuskan perkara harta Bersama. Guna 
melakukan Analisa data, menilai kualitas data, Pengumpulan data, menafsirkan 
data serta membuat kesimpulan atas temuan nantinya.
4
 Agar validitas Penelitian 
Kualitatif  siap melakukan Peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan.  
Adapun jenis instrument yang digunakan Peneliti adalah: 
1. Wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan 
dipakai dalam mengumpulkan data. 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet I: Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), h. 75. 
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2. Buku catatan, adalah alat bantu yang akan digunakan untuk mencatat 
semua percakapan dengan sumber data. 
3. Data dokumentasi, addalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 
langsung atau arsip-arsip dan foto kegiatan selama penelitian ini 
dilakukan. 
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data 
1. Pengolaan data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakann metode pengelolahan 
kualitatif dengan cara : 
a. Reduksi data, adalah cara mengubah suatu rekaman kedalam kategori, 
fokus, pola, atau pokok permasalahan tertentu. 
b. Penyajian data, adalah memperlihatkan data dengan memasukkan suatu 
data dalam bebeapa matriks yang diinginkan. 
c. Pengambilan kesimpulan, yaitu menemukan pokok-pokok penting atas 
data yang di reduksi dan di tampilkan. 
2. Analisis Data  
Setelah semua data terkumpul maka dilakukan dengan cara mengedit, 
setelah pengeditan data dikelompokkan lalu diberikan pengkodean dan disusun 
berdasarkan kategori berdasarkan permasalahan yang dirumuskan. Lalu, data 
tersebut dianalisis sehingga membuat sebuah dasar acuan serta pertimbangan 






KAWIN HAMIL KARENA SIRI’ BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM ( Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ) 
A. Gambaran Umum di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa 
Kantor Urusan  Agama ( KUA )  Kecamatan  Pallangga, seperti juga dengan 
Kantor – Kantor Urusan Agama Kecamatan yang lain  merupakan instansi yang 
menangani program pemerintah di bidang keagamaan yang berpusat di Ibu Kota 
Kecamatan.  Selama ini, ada sebahagian masyarakat yang menganggap bahwa 
KUA hanya bertugas dan mengurusi pernikahan, padahal KUA sesuai dengan tugas 
tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat 
kecamatan yang mencakup seluruh aspek pelayanan terhadap masyarakat di bidang 
keagamaan. 
Sebagai  pelayan masyarakat, KUA dituntut untuk selalu  melakukan  
melakukan terobosan – teroboson  berupa program – program  yang  orientasinya 
pada pembinaan dan pengembangan kehidupan keagamaan, baik yang sifatnya 
individu maupun sosial.  Hal  tersebut mutlak dilakukan mengingat perkembangan 
masyarakat dewasa ini  yang begitu cepat.  Dampaknya adalah munculnya harapan 
– harapan bahkan  desakan  untuk mendapatkan pelayanan yang prima.  Fenomena 
tersebut sangatlah logis,  oleh karena itu pelayan ( aparat KUA ) harus memiliki 
kemampuan dan profesionalisme dalam  melaksanakan tugas pelayanan. 
Pelayanan dan pembinaan keagamaan pada masyarakat yang dilakukan oleh 




diharapkan sifat dasar keyakinan beragama akan semakin dewasa sehingga tidak 
mudah terpengaruh oleh proses modernisasi  yang terus berjalan.  Pemahaman 
agama masyarakat perlu  semakin diperkuat agar dapat berperan dalam pembinaan 
dan pengembangan akhlak serta moralitas bangsa. 
Di Kecamatan Pallangga di mana penduduknya mayoritas beragama Islam, 
merupakan peluang yang strategis untuk  dalam rangka pengembangan keagamaan, 
disamping itu dengan kondisinya, Kecamatan Pallngga memiliki organisasi-
organisasi keagamaan yang tentunya dapat membantu tugas-tugas KUA  
dilapangan, misalnya BAZ, LPTQ, BP4 dan lain- lain. 
Dalam menjalankan kiprahnya KUA. Kecamatan Pallangga telah 
menetapkan Visi,  Misi dan motto  yang akan menjadi acuan dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan, yaitu terwujudnya Pelayanan Prima dan kualitas kehidupan 
umat beragama yang kondusif. 
a. Visi, Misi Dan Motto  Kua Kecamatan Pallangga 
a) VISI: 
"Terwujudnya Pelayanan Prima dan Kehidupan Ummat Beragama yang 
Kondusif " 
b) MISI: 
1. Meningkatkan tertib Administrasi  
2. Meningkatkan SDM  pegawai 
3. Meningkatkan Kualitas pelayanan Tehnis  dan administrasi Nikah dan 




4. Meningkatkan Kualitas pelayanan BP-4 dan Keluarga Sakinah 
5. Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial 
6. Meningkatkan Kualitas pelayanan Haji dan Umrah  
7. Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan Pembinaan Syari’ah 
8. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral 
9. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama yang baik 
dan benar. 
c) MOTTO 
"Kepuasaan Anda adalah Kebanggaan Kami" 
b. Jenis Pelayanan KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa 
a) Pernikahan dan Rujuk 
1. Pencatatan Nikah dan Rujuk 
2. Duplikat Buku Nikah 
3. Rekomendasi Nikah 
4. Legalisir Buku Nikah 
5. Surat keterangan untuk nikah ke luar negeri 
6. Surat Keterangan Perwalian  
7. Surat Keterangan Belum Nikah 
b) Perwakafan dan Zakat 
1. Pembuatan AIW/APAIW 
2. Pengesahan Nadzir 
3. Mengajukan Sertifikasi tanah wakaf ke BPN melalui    Kankemenag 




4. Penyaluran Zakat, Infak dan sadaqah  
5. Konsultasi Pembayaran Zakat 
c) Pelayanan Kemasjidan dan  Pembinaan Syari’ah 
1. Data kemasjidan 
2. Konsultasi Pembangunan atau Pemeliharaan Rumah Ibadah 
3. Penentuan arah kiblat tempat ibadah 
4. Pembinaan Penyelenggaraan Jenazah  
5. Pangan  Halal 
d) Pelayanan Ibadah Sosial  dan Kemitraan Umat 
1. Bimbingan agama Islam untuk Muallaf 
2. Bimbingan dan Informasi Haji  
3. Pembinaan  Majlis Taklim 
4. Pembinaan Dakwah   
5. Pembinaan TK / TPA 
c. Tugas Pokok 
Berdasarkan PMA No. 39 tahun 2012 disebutkan bahwa Kantor Urusan 
Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit Pelaksanan teknis 
Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan 
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Bidang Urusan 
Agama Islam.  
Melaksanakan sebahagian tugas Kementerian Agama di Tingkat 




pada masyarakat berdasarkan kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh 
Menteri Agama. 
d. Fungsi  
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KUA 
menyelenggarakan fungsi :  
Pelaksanaan Pelayanan , Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan 
rujuk.Penyusunan statistik dokumentasi dan dan Pengelolaan Sistem Informasi 
Menajemen KUA 
Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA  
Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah  
Pelayanan Bimbingan Kemasjidan 
Pelayanan Bimbingan Pembinaan Syari’ah  
Penyelenggara fungsi Lain di bidang agama Islam yang ditugaskan   oleh  
Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. 
e. Sumber Daya Manusia 
 Ketersediaan SDM  KUA. Kecamatan Pallangga secara kuantitas masih 
kurang dibandingkan dengan velume kerja dan tugas yang diembangnya.  
Secara Kualitas juga masih perlu pembinaan dan pengembangan pengetahuan 
dan keterampilan.  Saat ini KUA. Kecamatan Pallangga memiliki 16 orang 
personalia, yang terdiri seorang Kepala, 2 Penghulu, 3 Orang Penyuluh Agama 






f. Selayang Pandang KUA Kecamatan Pallangga 
 Warga Kecamatan Pallangga  merupakan warga yang agamis dan mayoritas 
beragama Islam, sehingga sebagian dari praktek kehidupan masyarakat 
menggunakan hukum Islam. Praktek ini telah terjadi sejak Islam masuk di 
wilayah Pallangga. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya 
mengakibatkan munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam 
ini sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar. Sedangkan yang 
mengatur perkawinan di desa-desa pada saat itu adalah Imam /P3N  sebagai 
pemuka agama setempat. Namun tentu saja pengaturan ini tidaklah seperti 
jaman sekarang karena pada saat itu belum dilakukan pencatatan. 
 Setelah Indonesia merdeka dan lahir UU No.22 Th.1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura, kemudian disusul 
dengan lahirnya UU No.32 Tahun 1954 tentang pembelakuan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1946 untuk wilayah Luar Jawa dan Madura, sehingga setelah 
berlakunya Undang-Undang tersebut maka praktis hukum perkawinan produk 
Hindia Belanda tidak berlaku lagi dan undang-undang yang berlaku bagi 
seluruh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun non Islam, 
warga pribumi maupun warga keturunan adalah UU No. 22 Tahun 1946 itu. 
Lalu UU No. 22 Tahun 1946 ini disempurnakan lagi dengan UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga 
pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor 




Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga yang juga merupakan 
Balai Nikah Kecamatan Pallangga dengan gedung yang menempati tanah milik 
berada di Desa tetebatu lingkungan Cambaya dan kemudian beralih lokasi ke 
Pekan`glabbu Kel. Tetebatu sekitar Tahuin 1982  sampai sekarang. 
Mengingat tingginya tantangan dan kompleksitas problem yang dihadapi 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Pallangga, 
yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah nikah-rujuk rata-
rata setahun mencapai 800 peristiwa Nikah. Disamping itu kondisi sosio 
ekonomi dan kultural masyarakatnya yang dinamik-heterogen dengan 
campuran masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan ala 
petani/pekebun dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu berpenduduk 98.372 
jiwa. 
WILAYAH KERJA 
KUA. Kecamatan Pallangga memiliki  wilayah kerja sebanyak 16  Desa / 
Kelurahan yaitu : 
1) Kelurahan Tetebatu 
2) Kelurahan Pangkabinanga 
3) Kelurahan Parangbanoa 
4) Kelurahan Mangalli 
5) Desa Bontoala 
6) Desa Julubori 




8) Desa Bontoramba 
9) Desa Pallangga 
10) Desa Jenetallasa 
11) Desa Julukanaya 
12) Desa Toddotoa 
13) Desa Julupa’mai 
14) Desa Pa’nakukang 
15) Desa Kampili 
16) Desa Taeng 
Ke 16 Desa / Kelurahan tersebut di atas memiliki  penduduk sebanyak 113.417  
jiwa. Pemeluk agama Islam sebanyak 112.660 jiwa, Kristen sebanyak  354  jiwa, 
Katolik sebanyak 371  Orang, dan Hindu sebanyak 32 orang. 
Peristiwa nikah pada tahun 2020 sebanyak 920, dan pernikahan dibawah umur 
yang terjadi sepanjang tahun 2020 sebanyak 4 peristiwa nikah. 







































Sumber: Data potensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten 




Tabel 2. Nama-nama staf KUA Kecamatan Pallangga Tahun 2020 
No  Nama  Nip  Jabatan  
1 Muklan M,S.Ag 197206262000031003 Kepala 
2 H.Muhammad Nahwi S.Ag MM 19720418200031001 Penghulu  
3 Muhammad Ali Beddu MH 196612311995031004 Penghulu  
4 Drs .H.Darul Aqsa, SH.MH 1965072219971001 Penghulu  
5 Misbahuddin S.Ag 197412232002121002 Penghulu  
6 Kamisari S.Ag.MA 196902092007012022 Staf/Penyuluh 
7 Abdul Rustam S.Sos,M.Pdi 197309272003121002 Staf  
8 Abdul Halim 196711141987031003 Staf  
9 H .Baharuddin S.Ag.MA 196705142014111001 Staf/Penyuluh 
10 Latimu S.Sos 197012312014111009 Staf/Penyuluh 
11 Hj .Rosdiyana, S.Pdi 197709142014112001 Staf/Penyuluh 
12 Herawati Rahman, S.Pdi 197209102014112002 Staf  
13 Maswati 196506012014112022 Staf/Penyuluh 
14 H.Ardan S.Pdi.MA 197207202014111003 Staf/Penyuluh 
Sumber : Arsip dari KUA Kecamatan Pallangga tahun 2020 
B. Faktor penyebab terjadinya Kawin Hamil di KUA Kecamatan Pallangga, 
Kabupaten Gowa 
Pernikahan kawin hamil adalah fenomena yang semakin marak di 
masyarakat dewasa ini, bahkan pernikahan hamil diluar nikah seolah sudah 




setiap perkawinan pencatatan nikah mendata pasangan suami istri yang sedang 
hamil maka akan didapat data yang bisa membuat kita berdecak kagum akan 
tetapi balai pencatatan nikah tidak melakukan pendataan tersebut. Karena 
sejatinya balai pencatatan nikah meskipun ada yang melakukan hal tersebut 
tidak akan dicatatkan dan juga pasti keluarga dari yang bersangkutan 
menyembunyikannya karena merupakan itu adalah siri’nya.
1
 
Secara umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil adalah: 
1. Cinta 
Cinta adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya 
hubungan luar nikah. Jika ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama 
jatuh cinta, umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar 
aturan. Buktinya untuk cinta mereka rela mengorbankan apapun dimiliki 
oleh mereka masing-masing. Makanya kita sudah sejak lama mendengar 
pasangan yang berpacaran melakukan hubungan seksual dan bnyak yang 
mendengar tentang pengantin wanita sudah hamil. Bahkan ada wanita yang 
belum menikah tetapi sudah melahirkan.apalagi masalah cinta begitu 
melekat dan keinginan mereka selalu dekat dan tidak ingin berpisah lagi, 
lalu mereka menganbil jalan pintas untuk hidup bersama tanpa ikatan 
pernikahan. 
2. Penyaluran Tuntuan Biologis 
Faktor lain yang mendorong hubungan diluar nikah adalah kebutuhan 
biologis. Masalah ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan 
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internal darinya untuk terhubung dengan lawan jenis. Jika tuntutan tidak 
dapat diatasi dengan menekan keinginannya. Dikalangan remaja, hal 
tersebut banyak dilakukan oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan 
karena resiko perempuan lebihh besar. Perempuan akan merusak selaput 
dara. Perempuan yang terhilang keperawnannya sebelum menikah dianggap 
kurang terhormat, karena masyarakat masih memandang masalah 
keperawnan adalah kesucian seorang gadis. Lalu perempuan memiliki 
resiko hamil sedangkan laki-laki tidak. 
3. Mencari kepuasan 
Mencari kepuasan juga merupakan salah satu faktor pendorong 
hubungan diluar nikah. Dalam faktor ini umumnya ada latar belakang dari 




4. Pengaruh Lingkungan 
Pengaruh media dan televisi sering ditiru remaja dalam perilaku sehari-
hari mereka. Misalnya remaja menonton film remaja budaya barat, melalui 
pembelajaran observasional, mereka melihat perilaku seksual itu lingkungan 
yang menyenangkan dan dapat diterima. Ini juga ditiru oleh meraka tanpa 
memikirkan perbedaan budaya, nilai dan norma. 
5. Ekonomi 
Adanya kemiskinan sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau 
keterampilan tidak dimiliki sedangkan orang setiap hari membutuhkan uang 
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untuk hidup, karena tekanan ekonomi ada beberapa orang yang melakukan 
hubungan diluar nikah. Selain itu karena faktor ekonomi yang kurang 
mendukung kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa menikah 




Menurut Sudarsono, banyak alasan remaja melakukan hal pergaulan bebas, 
penyebab setiap remaja mungkin berbeda semuanya bermula dari penyebab 
utamnya yaitu kurangnya gaya kehidupan remaja dalam hal keyakinan atau agama 
dan ketidak stabilan emosi remaja. Ini menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, 
seperti pergaulan bebab yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.
4
 
Menurut Gunawan, salah satu dari faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas 
ialah menempatkan sebagai pelampiasan rasa kecewa. Sang remaja kecewa karena 
mengalami tekanan dari orang tua yang bersikap otoriter dan terlalu membebaskan, 
sekolah yang memberikan tekanan, lingkungan yang memberikan masalah dalam 
bersosialisasi, sehingga membuat remaja tidak stabil dalam mengendalikan emosi, 
dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal negative yang ada disekitarnya, terutama 
pergaulan bebas karena merasa tidak nyaman dalam lingkungan tempat tinggalnya. 
Seorang remaja tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan.
5
 
Sementara itu menurut imam lingkungan setempat faktor yang menjadi 
penyebabnya hamil diluar nikah karena siri’. Petama, mungkin selama ini wanita 
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yang berpacaran dengan seorang laiki-laki dia tidak menjaga hal-hal yang berkaitan 
dengan persoalan siri’, kemudian yang kedua permasalah kumpul kebonya 
sehingga dia lupa terhadap batas-batas yang ada, dan pada dirinya masing-masing 
dan menyebabkan dia hamil.
6
 Adapun tanggapan dari salah seorang tokoh 
masyarakat ialah karena kurangnya didikan dari orang tua anak kurang 
mendapatkan kasih sayang darinya tidak terjadinya hubungan komunikasi yang 
baik antara anak dan orang tua sehingga anak bisa lepas kontrol, tidak 
kepatuhannya mereka terhadap hal-hal yang tidak semestinya ia lakukan. Gaya 
pacaran yang tidak terkonrol oleh orangtua, rasa sayangnya mereka terhadap 
pasangannya dan pengaruh teman sepergaulan dan lingkungan ia tinggal ataupun 
ada tekanan pribadi yang dialami oleh pasangan tersebut. Dan juga kurangnya 
ajaran agama dan moral yang ditekankan kepada sang anak.
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C. Pelaksanaan Kawin Hamil karena Siri’ di KUA Kecamatan Pallangga, 
Kabupaten Gowa 
Tujuan pernikahan adalah hidup harmonis dan keturunan yang baik oleh karena 
itu calon pengantin diharapkan memiiki kedewasaan jasmani dan rohani dalam 
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Prosesi pernikahan yang pada umumnya adalah pernikahan yang resmi 
dicatatkan oleh balai nikah dan tersurat.
9
 Untuk memperoleh gambaran yang jelas 




a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah 
 Rukun adalah sesuatu yang harus menentukan apakah suatu bentuk ibadah 
itu sah atau tidak, dan itu termasuk dalam rangkaian ibadah, seperti berwudhu 




 Syarat yaitu sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu bentuk ibadah, 
tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menutupi 
aurat untuk shalat. Atau menurut islam, kedua mempelai harus beragama 
islam.
12
 Sah yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan 
syarat. 
1. Rukun Perkawianan 
 Akad nikah tidak sah apabila tidak terpenuhi rukun-rukunnya, adapun rukun 
perkawinan sebagai berikut: 
1) Ijab-Qabul 
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 Ijab artinya pernyataan wali saat penyerahan pengantin pria sedangkan 
Qabul berarti pernyataan penganti pria saat persetujuan diterima. Ini adalah 
bukti kesediaan kedua belah pihak. Dalam al-qur’an , persetujuan miitsaqan-
qabul disebut qhaliizhaan, yang merupakan kesepakatan. Sebagai tanda 




2) Adanya mempelai pria 
Persyaratan untuk penganti pria adalah: 
a) Muslim dan mukallaf 
b) Tidak ada mahram dari calon perempuan 
c) Tidak dipaksa 
d) Orangnya jelas 
e) Tidak menunaikan ibadah  haji 
3) Adanya mempelai wanita 
Persyaratan unruk pengantin wanita adalah: 
a) Muslim  
b) Tidak ada hambatan syar’I (bukan suami, tidak saat iddah dan tidak 
mahram dari calon suami) 
c) Tidak dipaksa 
d) Orangnya jelas 
e) Tidak melakukan ibadah haji 
4) Keberadaan wali 
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Persyaratan wali adalah: 
a) Muslim dan mukallaf 
b) Adil 
c) Tidak dipaksa 
d) Tidak melaksanakan ibadah haji 
Tingkatan dan urutan wali: 
a) Seorang ayah 
b) Kakek 
c) Saudara kandung 
d) Saudara laki-laki seayah 
e) Putra dari saudara laki-laki seayah 
f) Putra dari saudara laki-laki seayah 
g) Paman biologis 
h) Paman ayah 
i) Anak dari saudara kandung paman 
j) Anak dari paaman pihak ayah 
k) Hakim 
5) Adanya saksi (2 orang pria)14 
2. Syarat perkawinan 
 Syarat- syarat pernikahan adalah dasar keabsahan pernikahan. Jika 
syaratnya sudah terpenuhi, maka nikah sah dan memunculkan segala hak dan 
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kewajiban sebagai suami istri. Secara umum, syarat keabsahan pernikahan ada 
dua: 
1) Calon mempelai wanita halal menikah dengan pria yang memnginkan 
menikahi dia sebagai istri. Jadi wanita bukan lah seorang yang haram 
menikah, baik karena haram menikah sementara atau selama-lamanya. 
2) Saksi menghadiri akad nikah.15 
 Sedangkan pernikahan berlatar siri’ adalah pernikahan untuk menutupi aib 
selagi syarat serta rukun sahnya sudah terpenuhi pernikahan tersebut tetap sah di 
catatkan dibalai nikah kecuali sang kedua mempelai hanya dinikahkan tanpa 
terlebih dahulu melaporkannya ke balai pencatatan pernikahan atau KUA. Balai 
nikah juga dalam hal ini tidak secara signifikan menanyakan kepada sang mempelai 
apakah dia hamil atau tidak selagi proses administrasi dan prosedurnya sudah 
memenuhi akan dinikahkan, bila pun ada kasus yangg terlapor tidak akan 
dicatatkan sebagai tindakan hamil diluar nikah dan pernikahannya sah.
16
 
 Pernikahan berlatar siri’ ini juga ditanggapi oleh imam lingkungan bahwa 
meskipun ini adalah suatu hal yang menyimpang akan tetapi hal ini tidak boleh 
dibiarkan begitu saja harus ada yang bertanggung jawab sebab kita mengenal siri’ 
ini adalah rasa malu nya kita sang anak juga butuh pengakuan bila mana ia lahir.
17
 
Dan tetap akan saya nikahkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Demikian juga ditanggapi oleh serang tokoh masyarakat prosesinya berjalan seperti 
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b. Hambatan dalam menyelesaiakan perkara 
 Dalam hal ini pernikahan siri’ biasanya dilakukan oleh oknum-oknum luar 
yang turut menikahkannya seperti imam dusun atau imam lingkungan dan 
pernikahan ini disebut dengan pernikhan liar hanya sekedar melaksankan ijab 
qabul dan sah sebagai suami istri dimata masyarakat kecuali mereka 
melaporkannya di balai nikah baru akan dicatatkan dan pihak KUA tidak 
berwenang mencatatkan hal apakah dia hamil atau belum. 
 Adapun hambatannya yaitu ketika belum cukup umur lalu sudah hamil 
boleh untuk dicatat akan tetapi melalui pengadilan dulu dengan lembaga 
pemberdayaan anak di kabupaten nanti akan ada rekomendasi dari pengadilan 
agama baru bisa dicatat. Kalaupun cukup umur pihak KUA tidak berhak 
menanyakan hal tersebut yang diperiksa hanyalah kelengkapan dari surat-surat 




Contoh kasus I: 
 Pernikahan kawin hamil berlatar siri’ dilakukan demi mengembalikan nama 
baik keluarga yang sudah tercoreng dengan cara menikahkan anaknya untuk 
mendaptakan tanggung jawab dari pihak laki-laki yang meghamilinya. Salah 
satu contohnya Dg.Naba dan Dg.Pajja (nama samara) yang anaknya ia ketahui 
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telah berbadan dua atau telah hamil diluar nikah ia tidak terima dan 
menganggap bahwa “siri’ lompo anne karaeng tena nakulle di sannangi boyai 
bajina punna tena erokangang ja matea saba’ tea’ ammarakai siri’kamae 
kuboli rupangku ri parangku tau punna naisseng tawwa angkanai tianangi 
anakku nampa tena burakneg na”. Artinya “malu yang sangat dalam dan hal ini 
tidak bisa didiamkan lagi harus dicarikan jalan keluar, jika tidak saya lebih baik 
mati dari pada harus merasakan malu jika orang-orang sudah tau bahwa anak 
saya telah hamil lantas tidak mempunyai suami atau belum menikah”. Sehingga 
pernikahan terlaksana untuk menutupi rasa malu agar sang calon anaknya juga 
mempunyai seorang ayah. 
 Berbagai polemik yang terjadi ia dinikahkan karena telah hamil, karena 
siri’nya ia sampai nekad silariang kendala tidak memeperoleh restu dan tidak 
diakuinya lagi sebagai seorang anak karena telah mencoreng nama baik 
keluarga. 
 Silariang secara harfiah berarti kawin lari. Namun, secara etimologis istiah 
ini berubah yang kemudian diartikan sebagai pernikahan yang tidak tercatat 
secara resmi karena tidak melalui prosedur yang resmi.
20
 Kawin lari diekanal 
dengan tiga istilah yaitu silariang, nilariang, dan erangkale. Silariang adalah 
gadis yang setuju untuk lari dari keluarganya ke pihak pria untuk menikah. 
Nilariang adalah seorang gadis yang dibawa pergi oleh seorang pria. Sementara 
itu,  Erangkale adalah seorang gadis yang melarikan diri dari keluarganya untuk 
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beremu dengan lelaki itu dan menikah ditempat yang tidak diketahui oleh kedua 
keluarga kecuali mereka berdua.
21
 
 Akan tetapi dalam hal ini balai nikah hanya menikahkan yang datang secara 
baik-baik menunjukkan surat-surat permohonan yang lengkap lalu akan 
diproses dan dinikiahkan. Bila mana ada hambatan yang terjadi seperti ini yang 
bersangkutan akan ditangani oleh imam dusun atau aparat setempat untuk 
segera dinikahkan lantaran telah melanggar adat, telah melakukan perzinahan.
22
 
Contoh Kasus II : 
 Seorang wanita yang telah hamil diluar nikah sementara sang pihak pria 
yang menghamilinya tidak mau mengakui bahwa anak yang diakndung oleh si 
wanita tersebut adalah anaknya, lantaran rasa malu dari pihak keluarga wanita 
ia tetap dinikahkan dengan pria lain yang bukan menghamilinya. Perbuatan ini 
termasuk salah satu cara mempertahan siri’ dari pihak wanita karena tidak mau 
merasakan malu akibat dari kehamilan anaknya tersebut. Ketika dinikahkan 
dalam keadaan hamil yang bukan pria menghamilinya secara sah dia telah 
menjadi suami istri akan tetapi tidak boleh baginya menggauli atau mencampuri 
sang istri sebelum anak yang dikandungnya lahir. 
  Tetapi kembali lagi kepada kedua belah pihak bagaimana keinginannya 
karena ini perosoalan siri’ dan tidak boleh didiamkan begitu saja.
23
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D. Pandangan Islam terkait Kawin Hamil karena Siri’ di KUA Kecamatan 
Pallangga, Kabupaten Gowa 
 
 Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kehamilan diluar nikah terdiri dari 
tiga kosa kata yaitu hamil yang artinya mengandung. Pra artinya sebelum 
dilakukan.
24
 Sedangkan nikah artinya pernikahan yang diawali dengan mengikat 
kesepakatan antara pria dan wanita, untuk menjalin hubungan suami istri disaksikan 
secara sah oleh beberapa orang pembimbing dan wali wanita.
25
 
 Dari segi agama dan budaya dimasyarakat, hamil diluar nikah adalah hal 
yang sulit untuk diterima. Dalam islam perzinahan adalah dosa besar. Bahkan 
dizaman nabi, pelaku perzinahan akan dilempari batu atau dicambuk sampai mati. 
Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 32: 
                     
Terjemahan: 
”dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” 
 
Al –Qur’an Surah An-Nisa ayat 22-23: 
                      
                               




Em Zulfajri Dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Dive 
Publiser,2005) h. 432 
 
25




                         
                          
                           
                          
              
Terjemahan: 
“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji 
dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 
“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-
ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan 
sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 
lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
 Ayat diatas menegaskan bahwa untuk menghindari perzinahan adalah dosa 
yang sangat besar dan tidakan paling tidak disukai Allah SWT.
26
 
 Tidak ada orang tua yang tidak kecewa jika memiliki anak yang hamil 
diluar nikah. Ini kembali dikondisikan dengan sirinya kita sebagai orang Bugis-
Makassar. “ Siri’-siri’ki punna niasseng mi anakka tianang nampa tena 
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nipabuntingi jari diboyang mami bajikka, tena tommo poeng sikkamma riolo kana 
punna nia siri’ anjari na eroki ribuno jari-jaring ta kah kamma-kamma anne nia 
mo hukum rijakkalaki tawwa mate tommo poeng anaka”. Artinya “perasaan malu 
jika telah mengetahaui sang anak telah hamil diluar nikah lalu tidak segera 
dinikahkan, kita sebagai orang tua harus menemukan jalan keluarnya, sekarang juga 
tidak seperti dulu lagi jika diketauhi sang anak sudah bikin malu lalu ingin 
membunuhnya karena sekarang sudah ada hukum yang mengatur.”
27
 
 Menurut penghulu di KUA Kecamatan Pallangga melihat fenomena ini 
menanggapi “Siri’ itukan berarti malu, atau malu nya kita saat mengatahui anak 
telah hamil lalu belum menikah dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi 
terjadi kita akan segara menikahkan demi kemaslahatan. Jika ada pihak yang datang 
lalu mengaku dia telah hamil akan tetap dinikahkan selagi surat-suratnya lengkap 
dan balai nikah disini juga berpedoaman kepada KHI pasal 53 ayat 1-3.
28
 
 Imam lingkungan juga menanggapi, menurut pandangan saya harus 
dinikahkan dulu, mengapa demikian karena kalau kita tidak nikahkan berarti anak 
ini menjadi anak yang haram sehingga harus dinikahkan. Akan tetapi ketika kita 
berbicara tentang hukum islam nanti lahir akanya baru bisa kita nikahkan. Tetapi 
pandangan saya begitu dari pada tidak ada yang nikahi bagaimana jika laki-laki 
yang menghamilinya lari dan tidak mau bertanggung jawab. Bila mana juga terjadi 
orang tuanya tidak setuju dan sudah tidak menggapnya lagi sebgai anak karena 
                                                          
 
27
 Muhiddin Dg Ngudding (50) Tokoh Masyarakat, Wawancara 29 Januari 2021 
 
28






telah tercorengnya nama baik mereka akan tetap juga dinikahkan karena siapa yang 
akan bertanggung jawab kepada anaknya tersebut.
29
 
 Perbedaan tradisi dan budaya itulah yang membuat kami saling memahami 
tentang perbedaan antar suku karena keberadaan masing-masing komunitas 
memiliki etika dan keyakinan yang mereka junjung tinggi.
30
 
 Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia adalah adat istiadat yang 
melekat dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat tidak dipengaruhi oleh adat 
istiadat lainnya. Berkaitan dengan fisik dan budaya masyarakat terkait satu sama 
laian. Masyarakat majemuk akan berontak saat menentukan aspek hukum 
khususnya dalam hal hukum islam.
31
 
 Islam adalah agama yang sangat menguntungkan. Allah sebagai pencipta 
manusia tentu saja menyebarkan hukum islam dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia dan semua makhluk. Dalam 
menyadari penerapan syariah islam, ulama-ulama memiliki peran yang sangat 
penting sehingga ajaran islam dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pencipta 
syariah. Karena semua tidak mencapai kehidupan yang baik di dunia haruslah 
berserah diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, kehendak Allah dan rasulullah 
tertuang dalam bukunya yang berjudul syariah, sedangkan sebagian lainnya 
disampaikan dibalik apa yang tertulis. 
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 Salah satu fakta terkait kehidupan manusia diberbagai suku adalah maslah 
pernikahan, karena pernikahan bukanlah sistem sosial hanya menyangkut mereka 
yang memiliki minat, tetapi juga orang tua, saudara kandung dan masyarakat.
32
 
 Pernikahan bisa disebut pernikahan yang kuat jika diikat, hidup bisa 
membuat kedua mempelai menuju kebahagiaan dan cinta. Baik kebutuhan fisik 
maupun mental yang bisa mendongkrak fungsi keluarga baik spiritual, psikis, social 
budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, dan ekonomi. Semua fungsi ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah  No.21 tahun 1994 pasal 4 diringkas dalam bahasa al-
qur’an  dalam 3 kata kunci sakinah, mawaddah dan warohmah.
33
 
 Bagi umat Islam, akad adalah upacara yang paling khusyuk sacral itu 
sebabnya dalam pelaksanaanya dibuat sedemikian rupa jadilah satu ikatan kuat 
antara dua sejoli dan juga dalam acara orang akan mengundang orang untuk 




 Pernikahan merupakan perbuatan hukum. Tentunya diperlukan syariat dan 
rukun perkawinan. Salah satu pernikahan tersebut yaitu kawin hamil karena 
permaslahan siri’. Penelitian ini juga berguna untuk mengetahui kedudukan dan 
keabsahan sah atau tidaknya pernikahan terseebut di KUA Kecamatan Pallangga. 
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  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status dan 
kedudukan pernikahan kawin hamil karena siri’ selama syarat dan rukun sah nya 
terpenuhi maka pernikahan tersebut sah baik secara hukum Islam maupun 
perundang-undangan. Menurut KHI, perempuan yang hamil diluar dinikah bisa 
langsung menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu 
perempuan itu melahirkan anaknya. Sedangkan menurut hukum Islam dalam hal ini 
Imam Malik dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa tidak boleh melakukan 
perkawinan antara perempuan hamil karena perzinahan dengan laki-laki sampai 
melahirkan kandungannya. Perbedaan ini tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh 
perbedaan dalil (al-qur’an dan hadis) yang digunakan dalam menafsirkan masalah 
nikah hamil diluar nikah. KHI menjelaskan nikah hamil diluar nikah berdasarkan 
dalil al-qur’an An-Nur ayat 3, mazhab Syafi’I dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, 
Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan hukum Islam menggunakan dalil dari surah An-
Nisa ayat 11, 12 dan 176, surah At-talaq ayat 4 dalam hal ini Maliki dan Ahmad bin 
Hambal. KHI membolehkan menikahi waninta hamil karena perzinahan dengan 
pria yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum perkawinan dengan 
pria yang menghamilinya, juga terdapat perbedaan antara empat. Hanafi dan Syafi’I 
mengizinkan, sedangkan Maliki dan hambali melarang pernikahan karena 
perzinahan dengan pria yang menghamilinya. 
  Tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat dalam menerima adat bahwa 
harus dinikahkanya seorang wanita yang tengah hamil karena siri’nya dan untuk 




manfaat atau kemaslahatan dan unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur 
mudharatnya. 
 Adapun dalam hal-hal yang menajadi perhatin Kompilasi Hukum Islam dan 
mempertegas kembali hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
antara laian adalah tentang perkawinan hamil. 
 Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, 
tetapi secara implisit ada yaitu Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, 
apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. 
Dengan demikian perkawinan karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 dan juga harus memenuhi 
syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. 
 Melihat dari penjelasan diatas dapat penulis argumentasikan bahwa dalam 
hukum positif, menenai kawin hamil karena siri’ dapat diberlakukan selama ada 
perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya. Selain itu juga untuk menjaga 
harkat dan martabat sesorang yang telah tercoreng akibat dari aib tersebut walaupun 
merasa sangat malu setidaknya dengan cara mencari jalan keluar dengan 






BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 
kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun ke dalam bab sebelumnya bahwa: 
1. Pernikahan kawin hamil karena siri’ di KUA Kecamatan Pallangga 
diperbolehkan dan sah selagi memenuhi rukun dan syarat sahnya 
perkawianan dan berpedoman terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI 
Pasal 53 ayat 1-3). Pernikahan kawin hamil ini juga sebenarnya tidak 
tercatatkan oleh KUA Kecamatan Pallangga akan tetapi memang ada dan 
tak jarang kasus ini terjadi namun KUA lebih melihat kepada kelengkapan 
surat-surat, serta kesiapan wali dan maharnya, tidak begitu signifikan 
menanyakan hal-hal apakah dia sudah hamil atau belum. 
2. Kawin hamil merupakan perbuatan zina dan melanggar dari norma. Status 
hukum akibat dari hamil diluar nikah oleh empat perbedaan pendapat. 
Menurut mazhab Syafi’I dan Hanafi, pernikahan ini sah dan diperbolehkan 
dengan pria yang menghamilinya. Berbeda dengan Malikiyah dan 
Hambali, wanita yang hamil diluar nikah dengan pria yang 
menghamilinya. Bahkan tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang 
mengetahui keberadaannya, kecuali jika wanita tersebut benar-benar 
bertaubat. Namun secara umum dapat disimpulkan tetap dinilai sah oleh 
para Imam mazhab dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi. 
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3. Siri’ ialah istilah Bugis-Makassar yakni “malu” atau harga diri. Ketika 
dikaitan dengan kawin hamil berarti harga diri dan rasa malunya sudah 
tercoreng dan tidak akan ada pembiaran setelah mengetahui aib tersebut 
jalan keluarnya adalah menikahkan agar ada yang bertanggung jawab dan 
menghindari hal-hal yang tidak diingan terjadi. Sesuai pula dengan 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, 
tetapi secara implisit ada yaitu Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah 
sah, apabila diajukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu”. Dengan demikian perkawinan karena zina sah sesuai 
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 
dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. 
B. Implikasi Penelitian 
 Setelah melihat persoalan kawin hamil karena siri’ di KUA Kecamatan 
Pallangga Kabupaten Gowa, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya peran orang tua sebagai pendidik di lingkup keluarga lebih 
menanamkan nilai norma dan moral kepada anak, menjelaskan sebab 
akibat dan dampak negative yang akan terjadi jika melakukan 
penyimpangan social. Menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga 
agar keterbukaan anak terhadap orang tua terjalin baik baik dalam hal apa 
saja yang ia lakukan hari ini, dari mana saja ia bepergian, dan 
memperhatikan lingkungan tempat bergaulnya. 
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2. Kepada para pejabat Pengadilan Agama, KUA, serta para akademisi agar 
melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat pedesaan maupun 
perkotaan agar meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah akibat seks 
bebasnya. 
3. Kepada para remaja membatasi diri dalam pergaulan bebas, maupun yang 
sudah berkeluarga agar lebih menanmkan dalam dirinya tentang ajaran-
ajaran Islam dan menjauhkannya dari hal atau pengaruh buruk dari 
lingkungan maupun tempat mereka beraktifitas, terutama mengendalikan 
diri dari hawa nafsu yang menjerumuskan diri dalam penyimpangan norma 
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Gambar 1.1Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa 
 




Gambar 1.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pallangga 
 




Gambar 2.1 Penyerahan Surat Izin Penelitian di KUA 
 
Gambar 2.2 Wawancara dengan Penghulu di KUA (Drs.H.Darul Aqsha,SH,MH) 
    
Gambar 3.1&3.2 Prosesi Pernikahan yang dilakukan di KUA Pallangga 
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Gambar 4.1 & 4.2 Pengambilan data KUA Pallangga 
 
Gambar 5.1 Wawancara dengan Imam Lingkungan (Anwar Dg.Nassa) 
 














































 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Gowa). “  
1. Bagaiamana fakator-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil karena 
siri’ di KUA Kec.Pallangga, Gowa?  
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan kawin hamil karena siri di KUA Kec.Pallangga, 
Gowa?  
3. Bagaimana pandangan islam terkait kawin hamil karena siri’ di KUA 
Kec.Pallangga, Gowa?  
 
Daftar Pertanyaan  
Wawancara dengan Penghulu dan Tokoh Mayarakat:  
1. Apa yang membedakan proses pernikahan biasa dan pernikahan yang berlatar siri’?  
2. Apakah ada hambatan dalam menyelesaikan perkara kawin hamil karena Siri’?  
3. Seberapa pentingkah makna dari kata Siri’ itu sendiri menurut Bapak Penghulu?  
4. Bagaimana pernikahan akibat hamil diluar nikah berlatar Siri’ ketika dikaitkan 
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